Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang




Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr.Wh

Segala pujn dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuban Yang Maha Fsa karena
berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Serang Tahun 2019 sebaga wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinega KPU Kota Serang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Momor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan memndaklanjuti rekomendasi Menten Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui Sural Nomor B3934/M PANRB/ 122015 tanggal 11 Desember
2015 penihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan
peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi

mternal dan capaian kinerja.

Sclain itu, KPU Kota Serang juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kota Serang melaksanakan
amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi vang tercermin dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-
2025 Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretaniat KPU
Kota Serang, serta menjadikan KPU Kota Serang sebagai badan penyelenggara Permiliban Umum
(Pemilu) vang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan
Pemilu.  Pelaksanaan kinema KPU Kota Serang diharapkan tidak hanya dapat

dipertangungjawabkan secara mandin
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namun juga dapat dipertangpungjawabkan pada masvarakat sehagai pelaksanaan tupas kepada
masyarakat,

KPU Kota Serang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja
berurientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome, Hasil Capaian Kinerja KPU Kota
Serang pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
scsual dengan rencana vang telah ditetapkan. Selanjutnya melalw analisis capaan dan evaluasi
dan Laporan Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan
evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Serang lebih baik lagi di
masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Permilihan Umum vang
mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Wassalamu alaitkum Wr.Wh

Serang, 2 Januan 2020
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Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Felaporan
Keuangan dan Kmerja Instansi Pemenntah dan Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 2006
Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Surat
Sekretans Jenderal Komisi Pemilithan Umum Republik Indonesia Nomor 19/81/12015 Tanggal 9
Januan 2015 penhal: Pengiriman laporan Monev, Maka KPU sebagai pengemban Amanat
Undang- Undang Dasar 1945 khususovae Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor |5
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan
Kinerja setiap tahun kepade Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kota Serang tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP vang
disusun schagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam
mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Serang menetapkan
tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnyva.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut -

I. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Femilu;
. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu,
. Melaksanakan Undang-1/ndang dibidang politik secara murni dan konsekuen,
. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggt tentang Pemilu yang demokratis;

W e e

. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,

Selanjutnya sasaran strategis vang dilaksanakan adalah schagai berikut
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggarsan Pemilu;
2. Meningkainva Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnyva Kualitas Regulas) Kepemiluan,
Untuk mendukungz kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja Lainnya, Adapun Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :
1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Penulu;

I3

Persentase partisipast pemilih perempuan dalam Pemilu;
Persentase pemilih disabilitas vang terdafiar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnyz
Persentase pemilih vang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar perilih;

W

. Persentase KPPS vang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhrtungan siuara
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas,

6. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan,

7. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaan,
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8. Persentase pelanggaran kode etk terhadap penyelenggara Pemilu,

9 Persentase Ketepatan Wakiu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019
10, Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi,

I'l. Persentase sengketa hukum vang dimenangkan oleh KPU Kota Serang

Sedangkan untuk mencapai pemingkatan kinerja, KPU Kota Serang telah menetapkan pula
indikator kinerja pendukung lainnyva seperti sosialisasi vang diberikan kepada masyarakat
mengenal hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah,
kuahitas, tempat tujuan, jems, dan harga sesumi dengan peraturan perundang- undangan vang
berlaku dan lain-lain.

Guna meénmgkatkan kinega dimasa vang akan datang maka KPU Kota Serang akan
melaksanakan hal-hal sebagai benkui |
[ Melakukan koordinast dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan.

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kena vang dapat
dircalisasika dalam waktu vang telah ditentukan,

3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerya agar target kinerja yang telah
ditetapkan dapat diukur dengan bak,

Secara umum hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu tidak sesuainva antara yang telah
direncanakan dengan pelaksanaan selelah kegiatan berjalan. Schingga jika belajar dan kondisi
tersebut, maka tahun-tahun mendatang langkah yang harus diperhatikan adalah dalam hal
perencanaan dan penentuan kegiatan harus disingkronisasikan antara KPU Pusat, KPU Provinsi
dan KPU Kabupatenkota
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, selanjutnya disebut KPU Kota Serang, adalah
Penvelenggara Pemilihan Umum di Kota Serang vang menjalankan tugasnya secara
berkesinambungan serta bersifat tetap dan higrarkis dari KPU Provinsi Banten dan KPL {Pusat)

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nemor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Serang adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam
penvelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Schagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang secara langsung, maka
KPU Kota Serang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan
untuk menyelenggarakan Pemile Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang, vang tentu saja tidak
baleh bertentangan dengan aturan di atasnya

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam hal keuangan bertanggungjawab
sesuai denpan peraturan-perundangan. (b) dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan
tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara ity
karena adanya hubungan hirarkis antara KPU Provinsi, KPU KabupatenKota dengan KPU
(Pusat). Pertanggungjawaban KPU Provinsi Banten adalah kepada KPU (Pusat) Scdangkan
pertangeungjawaban KPU Kota Serang adalah kepada KPU Provingi Banten Selain
menyampaikan laporan pertanggungjawaban, KPU Kota Serang sccara periodik melaporkan
kegiatannya kepada KPU Provinsi Banlen sclanjutnya KPU Provinsi Banten melaporkan
kegiatannva secara periodik kepada KPU (Pusat)

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka pelaksanaan fungsi dan
pencapaian kinerja dibiavai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian MegaraLembaga, Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan,
transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU Kota Serang juga sebagai wujud pertanggungjawaban
KPU Kota Scrang atas pelaksanaan tugss dan fungsinya, serta sebagal bahan analisis dalam
membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan
tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden {Inpres) Momor 7

Laporan Akuintansi Kinena instansi Pemenntah Tahun 2019
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Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan
bendahara umum negara untuk  mempertanggungjawabkan kinerjanva atas pelaksanaan
APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Serang
selama Tahun Anggaran 2019, Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut
diperbandingkan dengan Perjanjian Kerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak
ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama 1 tahun,
Analisis atas capaian kincrja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang
memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinena.

Secara umum kebijakan vang dilakukan oleh KPU Kota Serang dalam melaksanakan seluruh
kegiatan vang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif,
keuangan dan orgamsasi, berkewajiban untuk mempertanggungawabkan pelaksanaan lugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang
ada vang dipercayakan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap organisasi publik
saat i dituntut untok lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Oleh karena mu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana
stratepik  (Siraregic Plan), Rencana  Kinerja  (Performance Plan) serta  Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja { Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan
transparansi dan akuntabilitas orgamisasi. Untuk iulah KPU Kota Serang sebagai organisasi publik
wa)ib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja { Performance Accountability Report).

Laporan Perlanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemermtah ( LAKIP) Tahun 2019 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut
secara periodik dan rencana sirstegi. Rencana Strategi sebagaimana diketahw merupakan rencana
umum hma tahunan vang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan
kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2019 yang telah tersusun dengan batk diharapkan kinerja organisasi dapat semakin bark dan lebih
terfokus.

B. Maksud Dan Tujoan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIFP)
KPL Kota Serang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan
tugas dan fungsinva. dan sebapai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan
kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Akuintansi Kinera (nstansi Pemerintah Tahun 2019
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. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penvelenggara
Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Serang menpunvai tugas

1} Memimpin rapat pleno dan selurub kegiatan:

2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Serang ke luar dan ke dalam;

3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Serang.
4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Serang

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Serang bertanggung jawab kepada rapat
pleno Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor § Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilinan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten'Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU
KabupatenKots dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, vang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota
menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi

Setiap anggota KPU Kota Serang memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian
tugas sebagai berikut : :

1) Divisi Keuvangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

2y Divisi Teknis dan Penvelenggaraan

3) Divisi Hukum dan Pengawasan

4) Divisi Perencanaan Data Dan Informasi

3} Divisi Sosialisasi, Pendidikan Permilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Setiap anggota KPU Kota Serang memegang tangpung jawab satu divisi dengan uraian

tugas sebaga benkut |

l.  Penanggungjawab Divisi Kevangan, umum Logistik dan Rumah Tangga

1

2)

3)

4)

supervist  dan memastikan Admimistrasi Perkantoran Kerumah tanggaan dan
kearsipan;

Supervisi dan memastikan adanya Pengelolaan, Pelaporan Barang Milik
Mepara;

Supervisi dan  memastikan  adanya  Pelaksanaan  dan  laporan
pertanggungjawaban pengezunaan anggaran seria pengadaan barang dan jasa
serta Distribusi Logisttk Pemulu sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;

Supervisi dan memastikan adanya Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan
Sumpah Janji;

Laporan Akuintansi Kinena Instansi Pemerintah Tahun 2019

3



3)

&)

1)
B)

£

Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urnsan rumah tangga KPU Kota
Serang,

Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan persidangan,
proiokoler dan Media Center;

Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu:
Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota Serang:

Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan program
peningkatan kinerja SDM KPU Kota Serang;

10} Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;

11} Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan dalam kantor

KPLU Kola Serang;

12} Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja vang kondusif dalam

lembaga KPU Kota Serang;

13) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan

kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Serang

A Penanggungjawab Divisi Teknis dan Penvelengpara

§]
)

3)
4)

3)

6}

T

B)

9)

Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal Pemilu;
Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran
pemilih dan peserta;

Supervis dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Serang;

Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk eknis tentang
pencalonan dalam Pemilu,

Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis pemungutan
dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;

Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS,
PPS, PPK, KPU Kota Serang,

Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilavah kerjanya masing-masing,

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Polik Peseria
Pemilu DPR, DFD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk tekmis verntfikas:
dan administrasi Penggantian Antar Waki (PAW) angpota DPRD Kota

Serang,

Laporan Akuintansi Kinerja instansi Pemerntah Tahun 2018
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10} Supervisi Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;

11) Supervisi Pencalonan Peserta Pemilu;

12) Supervisi dan memastikan adanva bahan pemberitaan dan publikasi hasil

Pemilu;

13) Supervisi dalam pelayanan kepada medsa massa;

14) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai kegiatan

KPL Kota Serang,

15) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;

16) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentas: dankepustakaan;

17) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divist untuk disampatkan

kepada Rapat Pleno melalul Ketua KPU Kota Serang

3. Penanggungjawab Divisi Hukum dan Pengawasan

1}

1)

3

4)

4)

&)

T}

)

Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu,
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu,

Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU Kota
Serang;

Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan adanya
keputusan dan atau peraturan Pemilu;

Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk hukum;

Supervist dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau peraturan

KPLl Kota Serang:

Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kepemiluan;

Melakukan permintaan dan memastikan adanyva bantuan dan penyelesaian
hukum gugatan dan sengketa Permilu;

[aporan Akuintansi Kinena Instansi Pemenintah 1ahun 2018
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9)  Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;

|0y Membenkan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK, PPS, dan
EPPS dalam pelaksanaan Pemnilu,

11} Supervisi dan memastikan adanva pelayanan produk hukum Pemilu di Kota
Serang,

12) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon perseorangan
peserta Pemilu;

13) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye pariai
palitik peserta pemilu di Kota Serang;

14) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi peraturan
perundang-undangan Pemilu,

15) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan
kepada Rapat Pleno melalw Ketua KPU Kota Serang.

4.  Penanggung Jawab Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penvusunan rencana anggaran
Pemilu;

2) Suopervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu,

3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;

4) Supervisi pengumpulan dan penviapkan bahan penyusunan kerjasama
dengan lembaga pemernintahan lain yvang terkait,

5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama
dengan lembaga non pemerintahan;

6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu,

7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;

%) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoning
penvelenggara Pemilu:

91 Supervisi penyelenggara Pemilu;

| () Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses
rekrutmen Anggota KFU Kabupaten/ Kota,

I1) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian Antar
Waktu Anggota KPL,

Laporan Akuintansi Kinega Instansi Pemernntah Tahun 2019
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5. Penanggung Jawab Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masvarakai dan
SDM

1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal sosialisasi
dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;

2} Supervisi Terhadap Partisipasi Masyarekat dan Pendidikan Pemilih;

i} Supervisi mengenai Publikasi dan Kehumasan;

4) Supervisi Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

3} Supervisi pengumpulan dan pengelolaan Informas dan Komumikasi;

) Supervisi terhadap Kerjasama antar Lembaga;

7} Supervisi PAW Angpota KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPL Kabupaten/Kota;

8) Supervisi Mengena Rekrutmen Badan Adhock:

9} Supervisi Terhadap Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

10) Supervisi Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi,

11} Supervisi Diklat dan Pengembangan SDM;

12} Supervisi Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan,

13) Supervisi Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
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KEDUDUKAN DAN TUGAS

1. Kedudukan
Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal | avat 6 mevebutkan bahwa
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu vang bersifat nasional, tetap, dan mandin yang bertugas melaksanakan Pemilu,
2. Tugas
Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Serang adalah selain membantu KPU {Pusat)
dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPFR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 temang Penvelengpara Pemilu
disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Selanmjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU MNomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
COrgamisasi dan Tata Kena Sekretanal Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaniat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretanat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan
bahwa, Sekretariat KPU KabupatenKota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten®ota
dan dalam melaksanakan tugasmya Sekretans KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada
KPU Kabupaten/Kota

0. Struktur QOrganisasi
|. Sumber Daya manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Serang didukung oleh 26 orang
pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan, yang terdini 5 orang
Komisioner, 10 orang PNS organik, 2 orang Pegawai Daerah Pemenintah Kota Serang dan 9 orang
MNon PNS. Kualitas tingkat pendidikan vang dimliki sumber daya manusia KPU Kota Serang
cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban

dan kewenangannya masing-masing.
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2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan
bahwa Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagaimana bagan

berikut :

STRUKTUR ORGANISAS]
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA & ANGGOTA KPU

KETUA  : ADE JAHRANMPd

ANGGOTA: FIERLY MURDLYAT MABRURRI S 1P
NANAS NASIHUDIN,S Mom '
m-i“
M. FAHMI MUSYAFA S LKOM

SEKRETARIS KPU

HAYAUDIN, 5.5, M.5i

KASUBAG PROGRAM & KASUBAG TEKMIS & KASUBAG UMUM, KEUANGAN KASUBAG HUKUM

DATA HUPMAS & LOGISTIK

KUSWANTO,SE MM H. DIDI NURYADIS. KM, MM - ENCEP SUPRIADISH

T TNA HERLINASE M ST -
HERLIMA & Ses M5 1. DIAH NOVIANTILSE 1. NOVI EHA
e - 2. TOMI IRAWAN.SKOMMM| | RAHAYUAMd

\ TF 2 JANJ MUSAWA
ik o 3 MAHFUDIN.S Sos 2. RANDY AZHARSH
4, LUSIAWATI
5 ROJIKIN

& AKHMAD JAMAL FAJRI
7. INDRI DESDIANAS AR
8 LILISAHAB

8, UNTUNG SOFYAN
8.YANA SUPRIATNA

9. SUSI HARTI
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E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah
sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR 151

BAR I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan
laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan,

BAB I PERENCANAAN DAN PERJANIIAN KINERJA
Dhjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetgpan Kinenja
Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegatan serta
indikator kinerja vang akan dilaksanakan dalam rangka pencapasan visi dan misi
Sekretariat Jenderal KPU.

BAB I AKUNTABILITAS KINERIA
Dhuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,
termasuk didalamnya menguraikan secara sitemabis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil,

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan  kesimpulan menyeluruh dan  keberhasilan dan  kegagalan,
permasalahan dan kendala utama vang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Jenderal
KPLU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditabun mendatang

LAMPIRAN :
. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
2. PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2019
3, PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2019

Laporan Akuintansi Kinerja instansi Pemenntah Tahun 2019
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BABRTI
PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERJA

A.  Sasaran RPJMN 2015 - 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencansan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPL untuk penode 2015-2019 dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN} 2015-2019.

Sejalan dengan RPIMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negen
adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi dan terselenggaranya pemilu vang aman,

adil, dan demokratis pada tahun 2019, vang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai
benkut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian mmdeks aspek mstitusi demokrasi dan
terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 vang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2. Meningkatnya keterwakilan perempuzn dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;

3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses
masyarakat terhadap informas: publik;

4. Terjaganva stabilitas sosial dan politik vang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik
kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan
sampai dengan tahun 2019,

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
adalah sebagai benkut:

I. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi,
a Pengembangan kebijakan kepemiluan vang demokratis termasuk yang terkart dengan
pembiayaan kampanve pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif,
b. Pengaturan vang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
¢. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis,
d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu,
. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
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f Penguatan dan pemberdayaan orgamisasi kemasyvarakatan untuk keberlanjutan perannyva
dalam mendorong proses demokratisasi;

g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;

h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masvarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media
dalam mendorong proses demokratis;

1. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dan lembaga penvelenggara pemilu
vang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan
partisipatif, dan fasilitasi dialog,

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, vang ditempuh melalw strategi sebagai
berikut;

a. Perubahan UL Pemilu vang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bag
kepentingan pennilu;

b. Perubahan ULJ Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat
sistemn kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan parti
politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan
demokrasi,

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan

sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan
meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strateg
sebagai berikut |
a, Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan dacrah;

b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif,

¢. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader poliuk perempuan
melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil
kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam polink partaimya.

d Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas,
dan kelompok marjinal/rentan lainnya,

¢. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal,

f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
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4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komumikasi publik, yang ditempuh dengan
stratem:

a,

B
h.

Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan
informasi publik. pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan

kinena, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara vang transparan, efektif, efisien dan
akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan;

. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam

pengelolaan dan memberikan pelavanan informasi secara berkualitas;

. Fasilitasi untuk mendorong pemenntah dacrah untuk meningkatkan partisipasi publik

dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan,

Penyedigan konten informasi publik berkualitas untuk memingkatkan kecerdasan dan
pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan,
terluar, tertinggal dan rawan konflik;

Penguatan media centre, media komumkasi, media publik laimnya, sebagai media
penyebaran informasi publik yang efektif,

Kampanye publik terkast reformas: mental:

Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar

pemerintah dan masyarakat,

1. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provins:;

k.

Penguatan komunikasi Informasi Pusat/Provinsi dan Dewan Pers,

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang
akan ditempuh dengan strateg:

a.

Penguatan kemitraan dengan pemeriniah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan
medin untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan
berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b, Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas

masvarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya:

¢. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional

melalui berbagai media
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6. Menguatkan 1klim kondusif bagi berkembangnva demokrasi yang beradab, memelihara
perdamaian, dan memngkatkan rasa persatuan dan kesatvan, yang akan ditempuh dengan
strategn:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan ULl Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;

e. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang
tenntegrast dan komprehensit

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadaps Indonesia dalam lima tahun
ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu vang lebih berkualitas, lebih demokratis,
damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesusi Keputusan Mahkamah Konstitusi
pada tangeal 23 Januari 2014 vang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun
2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penvelenggara Pemilu memiliki
kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu,
melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan
pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan
strategis yang tepal untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden
maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melaln pendidikan
pemilih.  Tingkat partisipasi polittk vang berkualitas merupakan barometer keberhasilan
penvelenggaraan pemilu

B. Rencana Strategis 2015 - 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPUTAHUN 2015
tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJFN 2005-2025
dan RPIMN 2015-2019,

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu. yaituw: “menfadi penyelenggara
Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL".

Pernvataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum
untuk menyelenggarakan pemilu vang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi
dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profes dan Jabatan,
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berintepritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komist Pemilihan Umum
schagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang lerpercaya dam professional dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga
berkomitmen penuh untuk kot mengambil bagian dari upava meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan, Relevansi pernvataan visi Komisi
Permilihan Umum dengan visi Masional dan agenda prioritas nasional vang disebut NAWA CITA,
yakni pembangunan tata kelola pemenintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta
peningkatan kualitas sumber dava manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyviratkan pentingnya
Komisi Permlthan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan
umum vang benntegntas, professional dan mandin demi terwwudnya kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia,

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi seria menggambarkan tindakan vang
disesuaikan dengan tugas dan fungsm Komisi Pemilihan Umum (KPU}, maka misi Komisi
Pemilihan Umum (KPLT) mengalami perubahan sebagai berikur:

a, Membangun SDM yang Kompeten sebaga upaya menciptakan Penvelenggara Pemilu vang
Profesional,

b, Menyusun Regulasi di bidang Pemilu vang memberikan kepastian hukum, progesif, dan
partisipatif;

¢. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnyva untuk para pemangko kepentingan dan
umumnya untuk seluruh masvarakat;

d. Menmngkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih
vang berkelanjutan;

e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

f Meningkatkan integritas penvelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara
intenstf dan komprehensit khususnva mengena kode etik penyelenggara Pemilu,

g Mewujudkan penyelenggara Pemilu vang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta
aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan vang hendak dicapai

oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

a.  Terwujudnya lembaga KPU vang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

. Meningkainya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

d. Meningkamya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
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e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel,

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai
adalah meningkatnya partisipast politik pemilihan umum dan kualitas penyelengearaan pemilihan
umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks
demokrasi [ndonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi;
indeks persepsi korupsi: indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti
dengan membaiknya ungket pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tngkat
akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP)

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPIM ke-3 tersebut, maka
sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umuom (KPU) vang hendak dicapar selama lima tahun
kedepan (2015 — 2019) adalah sebagai berikut
a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran sirategis

sebagal benkut :
1) Persentase Partisipasi Pemilib dalam Permilu/Pemilihan;
2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan:

3} Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilu/Pemilihan;

4) Persentase pemilih yang berhak memilib tetapt tidak masuk dalam daftar pemilih
3) Persentase KPPS yang telah menenma perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara
paling lambat 1 {satu) han sebelum han pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

b. Meningkatnya Kapasitas Penvelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran
strategs schagal bonkut -
1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretanatan,
1) Persentase ketepatan wakiu penvelesaian administrasi kepegawaian;
1) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu,
4) Persentase Ketepatan Waktu Venfikasi Calon Priseden dan Wakil PresidenPemilu

Legislatif 2019;

c. Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yvang diatur oleh KPU, dengan indikator kinena
sasaran strategs sebagan benikut |
1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasy;
2} Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang,
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C.  Rencana Kinerja Tahun 2019

Sebagu tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Serang Tahun 2015-2019, telah

ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana berikut :

RART KPU Kota Serang Tahun 2019

| Prosentase sengketa bukum yang dimenangkan aleh KFL

Na. Target
|| Persentase Partisipasi Pemilib dalam Pemily T1.5%
2 | Persensase pantisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu T5%
3| Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 15%
4 | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih 0,2%
5 | Persentase KPPS yang teish menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling | (H%
lambat 1 (satu) hari !dulurn han ETTILINEL R mratq:u;mnluh :Iun I.:uulnus
e e .-_91"!‘-‘5“"‘. 3 . :
|| Persentase In‘pmuhmj'a _||-I.II'I11:I-'|'I pegaw nrgimk b;ea:}rmtmmn '1’5:?__
2 | Persentase ketepatan waktu penyelesainn ndministrasi Inepegawmn 100%%
j Fem!rﬂ:ue Pelanggaran kode etik terhodap penyelenggara Pemilu %
4 | Persemase Ketepatan waktu Verifikasi Colon Presiden dan Wakil Presiden/’ Pemilu Lagislatif 2019 100% |
Sasaran 3 : Perbikan Kualites Regalasi Kepemiluan
|| Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi B5%
2 o 88% |

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, pada
tanggal 28 Januan 2019 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana

kinerja vang akan dicapai pada Tahun 2019 vang dijabarkan sebagai berikut:
I, Memngkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja dan target dan sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel

berikut -
Na. Indikator Kinerja Tarpet
I | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu T7.5%
!
I | Persentase partisipasi pemilih perempunn dalam Pemilu 5%
3 | Persentase perilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilibnya [Ee
"4 | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daflar pemilih 0,2%
5 | Persentase KPPS yang elah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan swarm paling 1009

barmbar | (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumiah don kuaslitas
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2. Memngkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel

berikut
No. Indikator Kinerja Target
|| Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPL T5%
"2 | Persentase k-utup;t:n wampmyﬁu-;u administrasi kepegawaian {1
3 :' Persentese pelanggaran kode sk terhadap penyvelenirara Pemila 3
|
4 | Persentase Ketepatan wakiu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presidery’ Pemilu Legislatf 2019 100

3. Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel

berikut :
No. Indikator Kinerjs Kegiatan Target
|| Persentase partisipasi pemaneku kepentingan dalam penyusunan regulasi G5%%
BHY

I | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang
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BAR 11
ARKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019, pada hakikatnva merupakan bagian dan sustu proses
atau kegnatan untuk mencapal sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian pencapatan kinerja

per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dan pencapaian sasaran vang telah
ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian skuntabilitas kinerja, maka dilakukan

pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Renstra. Dengan cara ini, maka pentlaran satuan-satuan Kinena akan dapat mencerminkan kinena

KPU secara menyeluruh.

Pengukurnn Kinerja Terhudap Perjanjion Kinerjs KPU Tabun 2019

o o
=1k i '. 2 Hf::.“mf:n a ; - il > = a
|| Persemase Pun'ulpw P:trulnh :lll.lm Pemilu 77,5 82,08 108
1 | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemily 75 83.00 1o
3 m]::mﬂlh dizabilitas vang terdaftar dalam DPT yang mengmmakan . 17,87 50
i
p 1 m.se pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar 02 | 451 5
Porsentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan |
5 | perhitungzan suars paling lambat | (satu) hari sebelum hari pemungutan suar 1o 110} 100
tepal jumlah dan kualitas _|
| | Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesckretariatan 13 13,33 17
2 | Persentase ketepatan wakty penyelesainn administrasi kepegawaian |00 95,00 95
1 | Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 3 ﬂ,,l:ﬁh 17
4 | Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presaden/ 106 10 1
Pemilu Legislatif 2019 - - n
Cit TR R e L :F. . ql.. Ii I' | E-l .i ‘"i i- - II:.'_I
| | Persentase partisipasi pemanghku kepentingan dalam penyusunan regulasi 95 108 105
2 B 100 i3

| Persentase sengheta hukum yany dimenangkan oleh KPU

B. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja

KPU Kota Serang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan
pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019, dapat

dijelaskan sebagai berikut
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. Meningkatnya Kualitas Penyelengparaan Pemilu
Dalam rangka menwu Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran
Meningkamya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang divkur melalm § indikator sebagai
berikut

No
|| Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemihy 7.5 | 8LO08 |5
| 1 | Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 75 B3,00 119
i ] Prosentase pemilih disabilitas yang terdafiar dalam DPT yang menggunakan 78 1787 50
hak pilihnys , | ¢
4 Prosentase pemilih vang berhak memilih tetapi fidak masuk dalam daftar 0.2 451 ’ 2
permnilih > =
Proseniase KPPS vang telah menerima periengkapan pemungutan dan
5 | perhitungan suars paling lambat | {satw) hari sebefum har pemuniguian suarm 166 10 104

tepat jumlah dan kualitas

Karena di Tahun 2019 KPU Kota Serang telah melaksanakan kegiatan pemilu, maka ke lima
indikator tersebut dapat dilaksanakan

2. Meningkatnys Kapasitas Penyelenggara Pemilu
KFPU telah menetapkan sasaran strategis Meningkainya Kapasitas Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu vang amen, sasaran ini diukur melalu
indikator sebagai berikut:

5 5
Na. Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

% . o

; =-'--Lq" mya b i ' Piggars b . =
| | Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan K- 13,33 17
3 | Proscntase kesepatan wakiu penyelesaian administras: kepegawaian 100 9500 | 95
|3 | Prosentase pelanggaran kode efik terhadap penvelenggars Pemilu 3 0,16 17
4 | Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden’ | 100 100 100

Pernilu Legistatit 2019

Dari ke enam indikator kinerja tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2019

dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinera, yaitu

1. Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU
Adanya seleksi PNS di Tahun 2019, maka KPU Kota Serang berkoordinasi dengan KPU
Provinsi untuk meminta kekurangan pegawai organk di lingkungan Sekretanatan KPLU
Kota Serang.
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2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Tersedianya dokumen kepegawaian seperti folder masing-masing Pegawai Negeri Sipil
(PNS), absensi elektronik Pegawai Negeri Sipil, buku kendali Tumjangan Kinerja dan uku
kendal kenaikan pangkat dan berkala Pegawai Negen Sipil di lingkungan Sekretariat
KPU Kota Serang

3. Ketepatan Waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatf 2019
Pelaksanaannya dan Jadwal Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatf
2019 berdasarkan Tahapan Pemilu 2019,

3, Memngkatnys Kualitas Regulas: Kepemiluan
Dalam rangka mewujudkan PemiluPemilihan vang jujur dan adil, maka KPU menetapkan
sasaran Memingkainya Kuahtas Regulasi Kepemiluan Sasaran m diukur melaln mdikator
sehagam benkut:

Kinerja
o Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capainn
e k b
;!I -I -i I.=-:..‘. l iil I |.I I'Ii | i h‘ I I.. i l. | I.E — - _- — , " .. 1
1| Persentase partisipasi pemanghu kepentingan dalam penyusunan regulasi 95 100 105
2| Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 88 o |1

Sasaran strategis vang akan dicapai pada Tahun 2019 dan akan dilakukan evaluasi dan anahisis

capaian kinerja, yaitu :

1. Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Regulasi
Ketepatan waktu harmomisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Scrang vang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Komisi
Pemilihan Umum KPU Kota Serang dengan pemangku kepentingan.

2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Pelaksansan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tepal wakiu, serta
penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaan
dengan tepat waktu sebagai bahan penyelesaian sengketa hukum

. Akuntabilitas Keuangan

KPU Kota Serang mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 26.555.194.000, tingkat
pencapaian realisasi anggaran Tahun 2019  sebesar 9741%, atau  sebesar
Rp. 15.867.108.320, tingkat capaian tersebut menunjukan upaya sungguh-sungguh, kerja keras
dan konsisten dan seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019 Laporan
Akuntabilitas KPU Kota Serang dapat dilihat pada tabel benkut imi |
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No Program Pagu Realisasi
I | Program Dukungan Manajemen dan 23.327862.000 | 22203 692 856
pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2 | Program penguatan kelembagaan Demokrasi 3227332000 | 3.663.415.464
dan Perbaikan Proses Politik !
— oL .
26.555.194.000 | 25.867.108.320

Laparan Akuinfansi Kinerfa Instansi Pemenntah Tahun 2019
22



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2019 merupakan
wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya Sesuai arah kebijakan dalam
menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Serang berpegangan pada tujuan, sasaran
dan program kerja vang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIMN) Tahun 20115 - 2019, maupun Rencana Stratems (Renstra) KPU Tahun 2015-2019,

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi
target dan sesual dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator
kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen
penyelenggara Pemilu, pemenintah, masvarakal, dan para pemangku kepentingan. Upaya
koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas
sektoral di pusat dan di dacrah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target
indikator hanya daapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan dacrah,
dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan vang berorientasi pada hasil. berbasis kinerja,
bertujuan melavani masyvarakat dalam penvelenggaraan Pemilu .

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Serang antara lain adalah:

1 Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi
vang lebih variatif,
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih,

i, Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme
kepada semua pthak dalam pelaksanaan Pemilu;

¢ Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan
tekmis dan asistensypendampingan;

5. Menvusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak
pihak sesuai peraturan perundang-undangan;

6 Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur} serta keadilan bagi para peserta
Permilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana;

7. Perubzhan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoe ditetapkan tepat waktu sesua
dengan kebutuhan waktu unfuk pengadaan.
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Beberapa hal vang telah dilaksanakan KPU Kota Serang terhadap rekomendasi dan Menteri

FAN dan BB sesuar dengan surat nomor B/3934/M PANRB/ 1272015 tanggal 11 Desember 2015
adalah sebagar berkut:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran beronentasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019, seria

B

L

indikator kinerja vang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, lerutama
untuk unit kerja yang merupakan turunan dan dokumen Renstra;

. Menyempumakan kualitas rumusan indikator kinena tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria

sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja vang baik;

Menyvempumakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKL)
Sekretanat Jenderal KPU, untuk pengendahan dan pemantauan secara berkala pencapamnnya
sampal dengan tahun berjalan;

. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat KPLl Kota Serang, khususnya terkait

evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serla pembandingan data kinerja vang
dapat diandalkan;

Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan,

dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilasan kinerja;
Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja
di lingkungan Kota Serang.

Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuniabilitas dan manajemen kinerja di
seluruh jajaran Sckretaniat KPU Kota Serang untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan
vang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan
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LAMPIRAN I

Rencana Kinerja Tahun 2019
Na.

I | Persentase Partisipasa Pm‘ullh dnllm Pr.mulu T7.5%

2 | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemily T5%
|| Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya = A
:5 4 | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih 0.

! 5 | Persentizse KPPS yang tedih menesima perlenghapan pemungutan dan perhitungan suara paling 1007
i m SURTE ---- um]ah dan tua.lrl.u

Ilmhl t Eﬂmj htn sebehm hart _. }

I | Persentase terpenibinya jumlah Hawm urg,lmk kesekretariatan HPLI 5%
2 [ Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian 100%%
3 IPMmpehnggmnntndnmkmthpm}Hmmthj s
d Fﬁm Ketepatan Wakty Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019 10005
Susaran 3 Meningkatuya Kunlitas Regulasi Kepemiluan
Yang diatur oleh KPU
|| Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi 95%
2 | Prosentase scngheta hukum yang dimenanghan oleh KPU i




LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
' | Meningkatnya Penyelenggaraan | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77,5%
m*::f;m'm o Porsentase partisipasi pemilib percrmpuan dslam Pensily 75%
Persentase pemilih disabilitas yang rerdaftar dalam DPT vang 1844
menggunakan hak pilihnya :
Pergsentase pemilih vang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam a
daftar pemilih i
Persentnse KPPS vang telah menerima perbengkapan pemunguian
dan perhitungan suara paking tambal | (satu) han sebelum hari 100%
pemmunguian suara tepat jumlah dan kualitas
1 | Meningkatrya Kapasitas Persentase terpenubinya jumiah pegawai organik kesekretanatan 2504
Penyelenggara Pemilu .
Prosentase ketepatan waktu penyelesasian administrasi kepegawaian 10074
Prosentase pelanggaran kode etik techadap penyvelenggara Pemilu e
Persentase Ketepatan waktu Verifikas: Calon Presiden dan Wakil 1002
Presiden Pemilu Legislatif 2019 _
3| Perbaikan Kualitas Regulasi Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan 584
Kepemiluan yang distur oelh regulasi
ok Prosentase senghets hukum vang dimensngkan oleh KPFU REY




LAMPIRAN III

Pengukuran Kinerja Tahun 2019
| Kinci
2 % &S %
! i . '-I'w. e i :;m‘;muﬂniﬁbi:f:tL"::;WL;. ! il S dpuas o
| | Perseniase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu TS {208 105 |
2 | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 5 83,00 113
3 Persemase pemilih disabilitas vang terdaftar dalam DPT yang menggunakan 75 317 %7 50
hak pilibaya 5
4 | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar 03 51 2
pemifih : E ||
Persentase KPPS vang telah menenma perlengkapan pemunguian dan |
5 | perhitungan suara paling lambat 1 {satu]) han sebefum han pemungutan suara 104 100 1
ltp-lt jum]ahl dan Im:niim | |
| | Persentase tm]r:'rlﬂnnyu ;umluh pcgawm n:urgml'. kesekretariatan KPUI 73 13,33 17|
2 | Persentase ketepatan wah':u p-e:rydmmm sdministras kepegiwainn 10 G5 00 95 |
3 | Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 3 o16 17
4 | Persentase Ketepatan waktu Venfikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden 100 100 10
Pemilu Loglﬂmf 2019 = -
i il
| | Persentase partisipasi p:rmn,gtu i'.:pmt_pn dalam penyusunan regulasi o5 100 108
2 | Persentase sengketa hukum yang dimenanghan oleh KPU 88 100 113
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